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Abstrak 

Tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui dan menganalisis penerapan Restorative Justice 
dalam penyelesaian kasus KDRT, hambatan dan cara mengatasi hambatan dalam 
melaksanakan restorative justice penyelesaian kasus KDRT, dan keadilan hukum terhadap 
penyelesaian kasus KDRT menggunakan restorative justice bagi para pihak di Polres Metro 
Tangerang Kota. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Dalam 
penelitian ini, penulis mengkaji mengenai studi kasus tentang penerapan Restorative Justice 
dalam penyelesaian perkara tindak pidana KDRT berdasarkan data hasil wawancara dan 
dokumen-dokumen di Polres Metro Tangerang Kota. Hasil penelitian ini yaitu 1). 
Penerapan Restorative Justice dalam penyelesaian perkara KDRT di Polres Metro Tangerang 
Kota sudah berjalan dengan baik sesuai aturan yang ada namun belum maksimal. Hal itu 
karena tidak semua perkara yang masuk dapat diselesaikan dengan memilih jalur 
penyelesaian secara Restorative Justice, disini pihak kepolisian sudah berupaya dengan 
maksimal namun tetap semua jalur penyelesaian perkara yang dipilih sepenuhnya 
diserahkan kepada para pihak dengan dibantu prosesnya oleh pihak kepolisian. 2). 
Hambatan penerapan restorative justice di Polres Metro tangerang Kota yaitu sifat pasif 
penyidik, sifat ego para pihak yang ingin menang sendiri, tuntutan pelapor tidak dipenuhi 
dan pihak terlapor tidak bertemu saat musyawarah. Cara mengatasi hambatan restorative 
justice di Polres Metro tangerang Kota yaitu memberikan pemahaman kepada para pihak 
ketika datang melapor ke Polres Metro Tangerang Kota, dan memberikan pendidikan 
tambahan kepada personil Unit PPA agar penyidik dapat meningkatkan kualitas dan 
kapasitas dalam penyelesaian kasus. 3). Keadilan hukum penerapan restorative justice bagi 
para pihak yang dilaksanakan di Polres Metro tangerang Kota yaitu keadilan bagi pelapor 
adanya perjanjian dan adanya perhatian khusus dari polres dalam menyelesaikan kasus 
yang terjadi dengan memberikan tenggat waktu dan merasa terlindungi hak-hak sebagai 
perempuan. Sedangkan keadilan hukum untuk terlapor yaitu tidak diintimidasi oleh pihak 
manapun, dan prosesnya sudah sesuai dengan prosedur yang sesuai. 
 
Kata kunci: Restorative justice, kekerasan dalam rumah tangga, penyidikan 
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Abstract 
 The purpose of this paper is to find out and analyze the application of Restorative Justice in resolving 
domestic violence cases, obstacles and how to overcome obstacles in implementing restorative justice 
in resolving domestic violence cases, and legal justice for resolving domestic violence cases using 
restorative justice for the parties at the Tangerang City Metro Police. This research uses empirical 
legal research. In this research, the author examines a case study regarding the application of 
Restorative Justice in resolving domestic violence cases based on data from interviews and 
documents at the Tangerang City Metro Police. The results of this research are 1). The 
implementation of Restorative Justice in resolving domestic violence cases at the Tangerang City 
Metro Police has been going well according to existing regulations but is not yet optimal. This is 
because not all incoming cases can be resolved by choosing the Restorative Justice resolution route. 
Here the police have tried their best but still all the chosen case resolution paths are completely 
handed over to the parties with the assistance of the process by the police. 2). The obstacles to 
implementing restorative justice at the Tangerang City Metro Police include the passive nature of 
investigators, the ego nature of the parties who want to win for themselves, the demands of the 
reporter not being met and the reported parties not meeting during deliberations. The way to 
overcome obstacles to restorative justice at the Tangerang City Metro Police is to provide 
understanding to the parties when they come to report to the Tangerang City Metro Police, and 
provide additional education to PPA Unit personnel so that investigators can improve their quality 
and capacity in resolving cases. 3). Legal justice in the implementation of restorative justice for the 
parties carried out at the Tangerang City Metro Police, namely justice for the reporter, the existence 
of an agreement and special attention from the police in resolving the case that occurred by giving a 
deadline and feeling that their rights as women are protected. Meanwhile, legal justice for the 
reported party is that they are not intimidated by any party, and the process is in accordance with 
appropriate procedures. 

 
Keywords: Restorative justice, domestic violence, investigation 

 

A. Pendahuluan 

Setiap warga negara Indonesia dalam menjalani kehidupan sehari-hari pasti ingin 

mempunyai keluarga. Setiap keluarga pasti menginginkan sebuah kehidupan rumah 

tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Warga negara yang mempunyai keluarga 

dalam menjalani kehidupan rumah tangganya ingin dipenuhi rasa kasih sayang, saling 

melindungi, saling menghormati dan tempat yang aman bagi keluarganya. Setiap warga 

negara Indonesia mempunyai hak dalam berkeluarga dan mempunyai keturunan, hak 

warga negara tersebut diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. 

Dalam menjalani kehidupan berumah tangga, keluarga ingin mempunyai 

hubungan baik antar sesama yang ditandai dengan adanya keserasian dan keharmonisan 

dalam hubungan timbal balik antar semua anggota/individu dalam keluarga. Sebuah 

keluarga disebut harmonis apabila seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang 

ditandai dengan tidak adanya konflik, ketegangan, kekecewaan dan kepuasan terhadap 

keadaan seluruh anggota keluarga. Namun pada kenyataannya tidak semua keluarga 

memiliki keharmonisan dalam keluarganya, berbagai macam konflik antar keluarga yang 

tidak bisa dislesaikan menimbulkan adanya KDRT. 

Menurut data yang dihimpun di website Simfoni-PPA oleh Kementrian 

Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPA) jumlah kasus kekerasan di Indonesia dan 

Provinsi Banten yang tercatat dari tahun 2021-2023 yaitu: 
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Tabel 1. Jumlah Kasus Kekerasan Di Indonesia dan Provinsi Banten 

TAHUN KASUS KEKERASAN KASUS KEKERASAN 

 
Indonesia 

Tempat Kejadian 

Rumah Tangga Banten 
Tempat Kejadian 

Rumah Tangga 

2021 25.210 14.752 829 539 

2022 27.593 16.902 1.131 736 

2023 29.883 18.007 1.026 719 

Sumber Data: Website Simfoni Kementrian PPA 

Dari data diatas menjelaskan bahwa di Indonesia pada Tahun 2021 sebanyak 25.210 

kasus, dan sebanyak 14.752 kasus merupakan kasus berdasarkan tempat kejadian di rumah 

tangga. Tahun 2022 sebanyak 27.593 kasus, dan sebanyak 16.902 merupakan kasus 

berdasarkan tempat kejadian di rumah tangga. Tahun 2023 sebanyak 29.883 kasus, dan 

sebanyak 18.007 merupakan kasus berdasarkan tempat kejadian di rumah tangga.   

Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPA) telah menghimpun dan 

menjabarkan kasus kekerasan di website Simfoni-PPA berdasarkan Kabupaten ataupun 

Kota yang ada di Provinsi Banten dari tahun 2021-2023 yaitu: 

 

Tabel 2.  Jumlah Kasus Kekerasan Di Kabupaten dan Kota Provinsi Banten 
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2021 30 83 34 152 189 136 150 55 

2022 47 149 91 143 156 234 230 81 

2023 86 129 92 86 133 208 237 55 

Tota

l 

163 361 217 381 478 578 617 191 

Sumber Data: Website Simfoni Kementrian PPA 

Dari data diatas menjelaskan bahwa angka kasus kekerasan yang ada di setiap kota-

kota Provinsi Banten masih sangat tinggi. Jika diurutkan berdasarkan jumlah kota yang 

mengalami kasus kekerasan tertinggi dari tahun 2021 sampai 2023 yaitu Kota Tangerang 

Selatan, Kota Tangerang, Kota Cilegon, Kabupaten Serang, Lebak, Kabupaten Tangerang, 

Kota Serang, dan Pandeglang. 

Dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, 

Polri memberi perhatian khusus terhadap penanganan perkara dengan mengedepankan 

Polwan sesuai dengan tahapan penyidikan. Selanjutnya tahap penindakan dengan 
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pemanggilan kepada pihak perkara. Tujuan dari pemanggilan ini jika bertolak dari 

pengertian penyidikan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP adalah 

sebagai salah satu upaya untuk mencari bukti-bukti untuk membuat terang kasus tindak 

pidana kekerasan dalam rumah tangga. Pemanggilan terhadap pihak-pihak yang terlibat 

dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga adalah untuk    kepentingan 

pemeriksaan, dan pemanggilan ini dapat dilakukan terhadap tersangka dan saksi. Proses 

selanjutnya adalah ‘Pemeriksaan’ yang dilakukan   terhadap   tersangka, saksi atau ahli. 

Dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, pemeriksaan terhadap ahli 

diperlukan dalam rangka mendengarkan kesaksian terhadap tindak pidana kekerasan 

yang terjadi. (Sompotan, 2018: 16) 

Salah satu bukti yang dalam kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah 

menggunakan keterangan berupa surat visum et repertum yang diterbitkan oleh pejabat 

yang secara hukum memiliki kewenangan membuat atau menerbitkan surat visum et 

repertum tersebut. Sehingga aparat penyidik Polri dalam tugasnya selaku penyidik 

mengandalkan tugastugasnya berdasar atas visum et repertum tadi untuk meyakinkan 

bahwa korban benar-benar telah menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. 

Keterangan ini menjadi alat bukti yang sah untuk menyatakan kebenaran bahwa pelaku 

benar-benar secara sah menurut hukum telah melakukan kekerasan dengan akibat korban 

mengalami kekerasan psikis. (Setiawan, Muhadar, & Heryani, 2018: 11) 

Restorative Justice belum menemukan dasar hukum yang kuat, melainkan ia 

menggantungkan lebih kepada praktik penegakan hukum. Restorative Justice hanya terjadi 

dalam law in concreto. Keberadaannya menemukan momentum ketika Kepolisian Negara 

Republik Indonesia mengeluarkan Surat Kapolri Surat Kapolri No. Pol:B/3022/XII/ 

2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif 

Dispute Resolution (ADR) yang menekankan penyelesaian kasus pidana dengan 

menggunakan ADR sepanjang disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara. Mengingat 

Surat Kapolri ini sifatnya internal, bukan merupakan suatu peraturan perundang-

undangan yang sifatnya mengikat umum, sehingga pijakan hukum mediasi penal di 

Indonesia belum cukup kuat. (Aolawi & Durahman, 2022: 2). 

Teori Restorative Justice (Middle Theory) 

Jeff Christian seorang pakar lembaga permasyarakatan Internasional dari Kanada 

mengemukakan bahwa konsep restorative justice adalah sebuah penanganan tindak pidana 

yang tidak hanya dilihat dari kacamata hukum semata tetapi juga dikaitkan dengan aspek-

aspek moral, sosial, ekonomi, agama dan adat istiadat lokal serta berbagai pertimbangan 

lainnya (Supeno, 2010: 196). 

Analisis yuridis terhadap keadilan restoratif, dapat juga dilakukan melalui 

pendekatan legal system (sistem hukum) yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman 

(Saifullah, 2007: 29). Sistem hukum harus memuat Substantive Law, Legal Structure, dan 

Legal Culture. Secara substansi hukum keadilan restoratif diatur dalam kerangka hukum 

internasional dan hukum nasional. Ketiga komponen ini mendukung berjalannya sistem 

hukum disuatu negara. Secara realitas sosial, keberadaan sistem hukum yang terdapat 

dalam masyarakat mengalami perubahan-perubahan sebagai akibat pengaruh, apa yang 

disebut dengan modernisasi atau globalisasi baik itu secara evolusi maupun revolusi. 
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Restorative justice mengakomodir kepentingan para pihak, termasuk korban, karena 

korban dalam hal ini dilibatkan dalam penentuan sanksi bagi pelaku. restorative justice 

mengembalikan konflik kepada pihak-pihak yang paling terkena pengaruh (korban, 

pelaku dan “komunitas mereka”) serta memberikan keutamaan pada kepentingan-

kepentingan mereka. Restorative justice mengupayakan untuk me-restore keamanan korban, 

penghormatan pribadi, martabat, dan yang lebih penting adalah sense of control (rasa dari 

kontrol). Dengan menganut peradigma restorative justice, diharapkan kerugian dan 

penderitaan yang dialami korban dan keluarganya dapat dipulihkan dan beban rasa 

bersalah pelaku kejahatan dapat berkurang karena telah mendapatkan maaf dari korban 

atau keluarganya (Waluyo, 2016: 108). 

Menurut Prakoso dalam konteks Indonesia bagaimana menyebutkan bahwa konsep 

dan prinsip restorative justice sebenarnya telah diperketatkan oleh sejumlah masyarakat 

adat Indonesia. Oleh karena itu upaya untuk menjadikan restorative justice sebagai model 

alternatif dalam soal pidana pencemaran nama baik sangat prospektif, tinggal merancang 

dari praktek-praktek yang secara konversional telah ada dan berkembang disejumlah 

tempat di Indonesia (Prakoso, 2013: 161). 

 Penerapan restorative justice di Indonesia sendiri diharapkan dapat dilakukan oleh 

lembaga penegak hukum yang ada di Indonesis. Sebut saja misalnya Kepolisian Republik 

Indonesia yang menjadi penyidik utama dan garda terdepan penegakan hukum di 

Indonesia. Institusi kepolisian dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang 

Kepolisian Negara Republik Indonesia diberikan kewenangan untuk merumuskan konsep 

baru dalam penegakan hukum pidana asalkan tidak bertentangan dengan norma dan nilai 

yang berlaku dalam masyarakat agar dapat mengakomodir rasa keadilan dalam 

masyarakat sekaligus memberikan kemanfaatan dan kepastian hukum. 

Konsep teori restorative justice menawarkan jawaban atas isu-isu penting dalam 

penyelesaian perkara pidana, yaitu: pertama, kritik terhadap sistem peradilan pidana yang 

tidak memberikan kesempatan khususnya bagi korban; kedua, menghilangkan konflik 

khususnya antara pelaku dengan korban dan masyarakat; ketiga, fakta bahwa perasaan 

ketidakberdayaan yang dialami sebagai akibat dari tindak pidana harus diatasi untuk 

mencapai perbaikan. 

Aspek inti dari teori restorative justice, yaitu kaitan dengan pelaku untuk membantu 

korban dan anggota masyarakat lain dalam pertanggungjawaban mereka atas perilaku 

yang tidak bisa diterima. Dimana pelaku menerima tanggungjawab atas tindakan mereka 

(malu) dan berusaha untuk menebus kesalahan (reintegrasi) kepada korban dan terkadang 

masyarakat. 

Teori restorative justice dapat diterapkan dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam 

rumah tangga (KDRT) dengan beberapa alasan, yaitu restorative justice berfokus pada 

kebutuhan korban dan pelaku kejahatan, restorative justice bertujuan untuk mencapai 

keadilan yang seadil-adilnya bagi semua pihak yang terlibat, dan restorative justice 

mendorong korban untuk berperan aktif dalam proses peradilan pidana. 

Teori Perlindungan Hukum (Applied Theory) 

Perlindungan hukum adalah pemberian berbagai upaya hukum yang wajib 

diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik gangguan jiwa 
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maupun fisik serta berbagai ancaman dari pihak manapun. Perlindungan hukum 

diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak yang diberikan 

oleh hukum.  

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia Perlindungan berasal dari kata lindung yang 

memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan 

Perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker. Secara 

umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu 

bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga 

mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang 

lebih lemah. 

Menurut ketentuan pasal 2D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan 

Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan 

hukum, jaminan hukum, perlindungan hukum, dan kepastian hukum yang diberikan 

kepada warga negara harus berdasarkan pada asas keadilan dan kesetaraan hukum”. Hal 

tersebut berarti bahwa setiap warga negara berhak dilindungi hak dan kewajiban 

hukumnya secara adil dan setara dihadapan negara dan hukum. Tidak ada yang boleh 

mengambil hak dan kewajiban tersebut secara paksa. 

Perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan 

implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat 

manusia yang bersumber pada pancasila dan prinsip Negara hukum yang berdasarkan 

Pancasila. Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh 

hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. 

Perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencapai tujuan hukum itu sendiri, yaitu 

kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan hukum. Suatu negara dapat 

memberikan perlindungan hukum kepada warganya dengan dua cara, baik melalui 

larangan maupun melalui sanksi. Adanya sejumlah peraturan yang diberlakukan untuk 

mengontrol merupakan gambaran bentuk perlindungan hukum yang preventif, 

sedangkan adanya sanksi hukum bagi individu yang melanggar peraturan yang telah 

dibuat merupakan gambaran bentuk perlindungan hukum secara hukuman. (Nurisman & 

Kho, 2022: 1215) 

Fungsi hukum adalah melindungi manusia dalam masyarakat, bangsa, dan negara. 

Selain itu baik jiwa dan raga maupun hak individu yaitu hak asasinya, hak kebendaanya, 

maupun hak perorangannya. Ini juga berlaku untuk narapidana di lembaga 

pemasyarakatan selama masa hukuman mereka. Salah satu fungsi lembaga 

pemasyarakatan adalah memberikan pembinaan baik pengetahuan dan keterampilan agar 

narapidana memiliki bekal yang berguna saat kembali berbaur di lingkungan masyarakat. 

(Basri, 2021: 105) 

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata cara Perlindungan 

Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, 

perlindungan hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat 

penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun 

mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak 
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manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau 

pemeriksaan di sidang pengadilan. 

Salah satu upaya perlindungan menurut Undang-Undang Penghapusan KDRT 

Nomor 23 Tahun 2004, yaitu upaya melindungi atau mendampingi korban KDRT. Intinya, 

meski pemerintah telah berupaya mengatur KDRT untuk mencegah korban menjadi 

korban, KDRT tetap saja terjadi. Dalam kondisi seperti ini, lembaga sosial juga berperan, 

khususnya program bantuan hukum divisi bantuan hukum. 

B. Metode  

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan teori-teori hukum 

serta kasus yang terjadi di masyarakat dan dalam pelaksanaan praktek pelaksanaan 

hukum yang menyangkut masalah yang diteliti. Dengan demikian metode deskriptif 

digunakan untuk melukiskan secara sistematis fakta pada suatu bidang tertentu. Metode 

penelitian deskriptif bukan saja menjabarkan (analitis), akan tetapi juga memadukan. 

(Nurdin & Hartati, 2019: 251) 

Metode yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah 

metode yuridis kualitatif karena data yang diperoleh selanjutnya disusun secara kualitatif 

untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas dengan tidak menggunakan rumusan 

matematis. Oleh karenanya, keseluruhan data yang relevan dengan tujuan penelitian ini 

akan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yakni dengan abstraksi dan interprestasi secara 

mendalam dengan mengacu pada teori-teori yang membangun kerangka pemikiran. 

Adapun sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini bersumber dari Unit PPA 

Polres Metro Tangerang Kota untuk mendapatkan data jumlah kekerasan dalam rumah 

tangga serta jumlah data penggunaan restotrative justice terhadap kasus kekerasan dalam 

rumah tangga.   

Teknik Pengumpulan data dilakukan dengan 2 (dua) metode yaitu melalui penelitian 

langsung di lapangan (field research) dan penelitian kepustakaan atau disebut library 

research. Penelitian lapangan berupa observasi untuk memahami tindakan yang terjadi, 

wawancara untuk mengumpulkan informasi berupa perkataan lisan, dan dokumentasi 

untuk mendapatkan informasi yang baik dalam tingkat keakuratannya. Sedangkan 

kepustakaan sebagai bahan analisis yang didapat dilapangan, seperti buku, jurnal, dan 

peraturan. 

Analisis data secara kualitatif dimulai dengan menyiapkan dan mengorganisasikan 

data (yaitu data teks seperti transkip atau data gambar seperti foto) untuk analisis 

kemudian mereduksi data tersebut menjadi tema dan menyajikan data dalam bentuk 

bagan, tabel, atau pembahasan. Pada banyak buku tentang penelitian kualitatif ini adalah 

proses umum yang digunakan oleh para peneliti mendapatkan metode (Umrati & Wijaya, 

2020: 86). 

Miles and Huberman (1984), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data 

kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, 

sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data collection, reduction, 

data display, dan conclusion drawing/verification. model interaktif dalam analisis data 

ditunjukkan pada gambar dibawah ini: (Sugiyono, 2013: 247). 
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C. Hasil dan Pembahasan  

Jumlah Laporan Penyelesaian KDRT Melalui Restorative Justice di Polres Metro 

Tangerang Kota 

Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian di Unit PPA Polres Metro Tangerang 

Kota, penulis mendapatkan data mengenai jumlah kasus KDRT pada tahun 2021-2023 yang 

diselesaikan melalui penerapan restorative justice berdasarkan atas surat-surat penting yang 

ada pada Unit PPA Polres Metro Tangerang Kota. Penyidik unit PPA Polres Metro 

Tangerang Kota menginput data tahun 2021-2023 mengenai penyelesaian kasus KDRT 

menggunakan penerapan restorative justice. Adapun penjelasan tersebut akan dijelaskan 

pada tabel 3. sebagai berikut: 

 

Tabel 3.  Penyelesaian Restorative Justice Terhadap Kasus KDRT Di Polres Metro 

Tangerang Kota Tahun 2021-2023 

No Tahun 
Jenis Kasus KDRT 

Jumlah 

Kasus 

KDRT 

Penyelesaian 

RJ 
Fisik Psikis Penelantaran 

1 2021 64 4 4 72 4 

2 2022 61 10 7 78 29 

3 2023 31 4 3 38 23 

4 Jumlah 

Kasus 

156 18 14 188 56 

Sumber Data: Unit PPA Polres Metro Tangerang Kota 

Berdasarkan tabel 3., penulis melakukan pengambilan data pada tahun terbaru 

yaitu tahun 2021-2023, karena penulis ingin mendapatkan data yang terbaru di Unit PPA 

Polres Metro Tangerang Kota. Data pada tahun 2024 penulis belum mendapatkan karena 

data belum seluruhnya di rekap dan waktu masih berjalan. Berdasarkan laporan jumlah 

kasus KDRT yang masuk di Unit PPA Polres Metro Tangerang Kota pada tahun 2021 

sampai 2023 berjumlah 188 kasus. Selama tahun 2021 sampai 2023 kekerasan fisik banyak 

yang dilaporkan oleh pelapor berjumlah 156 kasus, disusul kekerasan psikis berjumlah 18 

kasus dan penelantaran berjumlah 14 kasus. Selain itu, berdasarkan tabel 3 bahwa jumlah 

kasus KDRT tahun 2021-2023 yang diselesaikan menggunakan restorative justice berjumlah 

56 kasus yang dilakukan banyak diselesaikan melalui restorative justice oleh penyidik unit 

PPA Polres Metro Tangerang Kota maupun oleh para pihak (korban dan pelaku) sehingga 

kasus tersebut selesai secara damai dan tidak lanjut ketahap peradilan. 

Mekanisme / Alur Proses Pelaksanaan Restorative Justice di Polres Metro Tangerang 

Kota 

Adanya kesepakatan dari para pihak (terlapor dan pelapor) saling memaafkan, dan 

tidak saling menuntut. Setelah terjadinya kesepakatan dari para pihak (terlapor dan 

pelapor), maka pihak pelapor melakukan pencabutan laporan polisi. Sebelum mencabut 

laporanya, pelapor dimintai keterangan alasannya mencabut laporannya. Hal ini 
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sebagaimana disampaikan melalui wawancara oleh AKP. Rumanti, S.H. sebagai Kanit Idik 

6 Unit PPA Polres Metro Tangerang Kota pada tanggal 7 Agustus 2023. 

Penyidik tidak bisa membujuk atau mengharuskan pihak pelapor dan terlapor untuk 

restorative justice, tetapi penyidik juga tidak bisa melarang para pihak bila mau mediasi. 

Sehingga kedudukan penyidik dalam hal mediasi adalah pasif dan hanya menerima hasil 

mediasi apakah tercapai mediasi atau tidak tercapai. Bila tercapai mediasi maka biasanya 

ada dading (pernyataan damai) dan diikuti permohonan cabut laporan. Selanjutnya 

dading dan permohonan cabut laporan tersebut diajukan kepada Kapolres Metro 

Tangerang Kota. Setelah turun petunjuk Kapolres maka dilakukan gelar perkara untuk 

menentukan apakah layak di hentikan atau tidak perkara tersebut atau dapat di restorative 

justice. Bila layak maka akan dihentikan baik dalam tahap penyelidikan atau penyidikan. 

Hal ini disampaikan melalui wawancara oleh Ipda Wawan Baehaqi, S.H., M.H. sebagai 

Kasubnit Idik 6 Unit PPA Polres Metro Tangerang Kota tanggal 30 Agustus 2023. 

Alasan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Kasus KDRT di Polres Metro Tangerang 

Kota 

Penyelesaian kasus KDRT yang terjadi tidak harus diselesaikan melalui restorative 

justice, semua betuk penyelesaian kasus KDRT sudah kesepakatan antara para pihak 

(pelapor dan terlapor). Pihak pelapor mempunyai peranan dalam proses KDRT, jika pihak 

pelapor menginginkan proses tetap berjalan maka penyidik akan melanjutkan kasus 

tersebut sampai ke tahap persidangan. Jika para pihak (terlapor dan pelapor) sudah saling 

memaafkan maka melalui proses restorative justice. Hal ini sebagaimana disampaikan 

melalui wawancara oleh AKP. Rumanti, S.H. sebagai Kanit Idik 6 Unit PPA Polres Metro 

Tangerang Kota pada tanggal 7 Agustus 2023. 

Kasus KDRT merupakan delik aduan yang dapat dicabut perkaranya oleh yang 

membuat laporan pengaduan. Dan secara filosofis UU KDRT dibuat sesungguhnya untuk 

merekatkan rumah tangga yang sedang retak bukan untuk menghancurkan rumah tangga. 

Hal ini disampaikan melalui wawancara oleh Ipda Wawan Baehaqi, S.H., M.H. sebagai 

Kasubnit Idik 6 Unit PPA Polres Metro Tangerang Kota tanggal 30 Agustus 2023. 

Permasalahan terhadap kasus KDRT merupakan masalah dalam rumah tangga, 

mayoritas pelapor membuat laporan ke penyidik namun jarak seminggu mereka sudah 

berbaikan. Akan tetapi jika korban mengalami luka yang berat penyidik tidak 

menyarankan untuk dilaksanakan restorative justice dan harus ditindak lanjuti, kecuali 

adanya kesepakatan untuk diselesaikan melalui musyawarah bisa menjadi pertimbangan 

penyidik. Hal ini sebagaimana disampaikan melalui wawancara oleh Anggota Penyidik 

Idik 6 Unit PPA Polres Metro Tangerang Kota Briptu Inggriani Nur Fronnia pada tanggal 

22 Agustus 2023. 

Jadi berdasarkan keterangan informasi melalui wawancara dari berbagai informan 

bahwasanya alasan penggunaan restorative justice dalma menyelesaikan kasus KRT yaitu 

karena perkara KDRT merupakan delik aduan yang dapat dicabut perkaranya oleh yang 

membuat laporan pengaduan. Bentuk penyelesaian kasus KDRT menggunakan penerapan 

restorative justice sudah kesepakatan antara para pihak (pelapor dan terlapor). 
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Manfaat Restorative Justice Dalam Penyelesaian Kasus KDRT di Polres Metro 

Tangerang Kota 

Manfaat penyelesaian kasus KDRT menggunakan restorative justice untuk para 

pihak (pelapor dan terlapor) bisa mendamaikan dan menyatukan kembali hubungan 

rumah tangga. Selain itu, manfaat untuk penyidik yaitu kepastian hukum yang diterima 

para pihak (pelapor dan terlapor) karena sudah dapat menyelesaikan kasus KDRT. Hal ini 

sebagaimana disampaikan melalui wawancara oleh AKP. Rumanti, S.H. sebagai Kanit Idik 

6 Unit PPA Polres Metro Tangerang Kota pada tanggal 7 Agustus 2023. 

Restorative justice jauh lebih indah daripada melanjutkan secara litigasi, karena 

Restorative justice pada hakikatnya untuk mengobati luka rasa semua pihak baik korban 

pelaku maupun masyarakat secara umum. Hal ini disampaikan melalui wawancara oleh 

Ipda Wawan Baehaqi, S.H., M.H. sebagai Kasubnit Idik 6 Unit PPA Polres Metro Tangerang 

Kota tanggal 30 Agustus 2023. 

Manfaat penyelesaian kasus KDRT menggunakan restorative justice bagi para pihak 

dapat memperbaik, menyatukan, dan mempererat hubungan rumah tangga kembali dan 

bisa berkumpul bersama anak. Hal ini sebagaimana disampaikan melalui wawancara oleh 

Anggota Penyidik Idik 6 Unit PPA Polres Metro Tangerang Kota Briptu Inggriani Nur 

Fronnia pada tanggal 22 Agustus 2023. 

Indikator Keberhasilan Menyelesaikan KDRT Melalui Restorative Justice di Polres 

Metro Tangerang Kota 

Indikator keberhasilan penyelesaian kasus KDRT melalui restorative justice terletak 

pada menyelesaikan perkara tersebut sampai proses P21. Kemudian henti lidik atau henti 

sidik misalnya dalam menyelesaikan kasus KDRT melalui restorative justice sehingga 

memberikan kepastian hukum untuk para pihak (pelapor dan terlapor). Hal ini 

sebagaimana disampaikan melalui wawancara oleh AKP. Rumanti, S.H. sebagai Kanit Idik 

6 Unit PPA Polres Metro Tangerang Kota pada tanggal 7 Agustus 2023. 

Pelapor menyatakan sudah tidak ingin menuntut lagi secara hukum dan ingin 

menghentikan perkara karena sudah sepakat damai dengan terlapor. Perkara dihentikan 

secara resmi untuk kepastian hukum baik dalam tahap penyelidikan maupun tahap 

penyidikan. Hal ini disampaikan melalui wawancara oleh Ipda Wawan Baehaqi, S.H., M.H. 

sebagai Kasubnit Idik 6 Unit PPA Polres Metro Tangerang Kota tanggal 30 Agustus 2023. 

Jika para pihak bertemu duduk bersama untuk menyelesaikan masalah dalam 

rumah tangga. Indicator keberhasilan dari pelaksanaan restorative justice yaitu jika para 

pihak menyelesaikan masalah dengan musyawarah dan berhasil. Hal ini sebagaimana 

disampaikan melalui wawancara oleh Anggota Penyidik Idik 6 Unit PPA Polres Metro 

Tangerang Kota Briptu Inggriani Nur Fronnia pada tanggal 22 Agustus 2023. 

Jadi berdasarkan keterangan informasi melalui wawancara dari berbagai informan 

bahwasanya indikator keberhasilan penyelesaian kasus KDRT melalui restorative justice 

yaitu jika para pihak (korban dan pelaku) sudah sama-sama berdamai dan sepat untuk 

menghentikan perkara. Selain itu, penyelesaian kasus KDRT melalui restorative justice 

terletak pada menyelesaikan perkara tersebut sampai proses P21, dan hentik lidik atau 

henti sidik. 
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Tanggapan Para Pihak Menyelesaikan KDRT Menggunakan Restorative Justice di 

Polres Metro Tangerang Kota 

Selama kasus bersifat keluarga, penyelesaian masih dapat dilakukan, namun situasi 

tertentu tidak lagi memungkinkan dilakukannya mediasi. Namun jika demikian, ada 

baiknya sifat kekeluargaan tetap dijaga terlebih dahulu, karena di pengadilan agama 

sekalipun untuk proses mengenai perceraian, perlu dilakukan mediasi terlebih dahulu. 

Pada saat menyelesaikan kasus melalui mediasi, kami diminta untuk membuat perjanjian. 

Kami diminta untuk membuat perjanjian antara kedua belah pihak dalam bahasa Inggris 

dan Indonesia, alhasil kami jelaskan apa yang kami inginkan, setelah itu saya juga 

memberikan jaminan bahwa pelaku, suami saya, tidak akan mengulangi perbuatan yang 

sama. Hal ini sebagaimana disampaikan melalui wawancara oleh Bayurini Barkah Sofiatun 

sebagai Korban KDRT yang diselesaikan melalui restorative justice pada tanggal 20 Agustus 

2023. 

Sebagai orang asing, proses penyelesaian perselisihan saya dengan istri bermanfaat 

bagi saya, karena saya tidak ingin merugikan dan menyakiti istri. Saya sudah menyepakati 

kesepakatan yang telah kami buat dalam perjanjian. Hal ini sebagaimana disampaikan 

melalui wawancara oleh Egbujonuma Gregory Uchechukwu sebagai Pelaku KDRT yang 

diselesaikan melalui restorative justice pada tanggal 20 Agustus 2023. 

Jadi berdasarkan keterangan informasi melalui wawancara dari berbagai informan 

bahwasanya tanggapan para pihak menyelesaikan KDRT menggunakan restorative justice 

yaitu pelaksanaan restorative justice dalam menyelesaikan permasalahan bersifat 

kekeluargaan, setelah itu para pihak bersepakat didalam perjanjian jika tidak akan 

melakukan hal yang sama tetapi jika mengulangi kembali akan dibuka kembali kasus. 

Penerapan Restorative Justice dalam penyelesaian tindak pidana Kekerasan Dalam 

Rumah Tangga (KDRT) pada tingkat penyidik Polres Metro Tangerang Kota 

Penerapan keadilan restoratif ini merupakan tonggak baru dalam pembaharuan 

reformasi hukum pidana. Penerapan keadilan restoratif sudah diterapkan di beberapa 

peraturan perundang-undangan dan beberapa peraturan teknis terkait penerapan keadilan 

restoratif dengan pendekatan diversi yaitu penyelesaian perkara di luar persidangan 

(Sahputra, 2022: 95). 

Upaya penyelesaian perkara melalui prinsip Restorative Justice sudah diterapkan 

dalam proses penyelesaian tindak pidana ringan termasuk perkara kekerasan pada 

perempuan.   

Proses penerapan penyelesaian perkara pidana melalui restorative justice menurut 

Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan 

Keadilan Restoratif diawali dengan menerima permohonan perdamaian kedua belah 

pihak. Artinya bahwa keinginan untuk melakukan perdamain harus atas kehendak dari 

kedua belah pihak atas inisiasi dari pihak kepolisian. Setelah kepolisian menerima 

permohonan perdamaian kedua belah pihak yang ditandatangani di atas materai, penyidik 

melakukan penelitian administrasi syarat formil penyelesaian perkara melalui keadilan 

restoratif dengan cara memenuhi syarat-syarat formil berupa Surat permohonan 

perdamaian kedua belah pihak, Surat pernyataan perdamaian dan penyelesaian 
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perselisihan para pihak yang berperkara, dan Pelaku tidak keberatan atas tanggung jawab 

(Purnomo, 2023: 40). 

Berdasarkan pemaparan data perkara tindak pidana KDRT yang terjadi dalam 

kurun waktu tiga tahun terakhir yaitu pada tahun 2021-2023 dapat dilihat bahwa pada 

tahun 2021 angka penyelesaian perkara KDRT yang dapat diselesaikan melalui prinsip 

restorative justice hanya 5% dari total keseluruhan jumlah perkara yaitu 72 perkara dan 

jumlah perkara yang dapat diselesaikan melalui prinsip restorative justice hanya 4 perkara. 

Selanjutnya pada tahun 2022 jumlah perkara KDRT yang masuk sebanyak 78 perkara dan 

hanya 40% dari 78 perkara yang masuk tersebut dapat diselesaikan melalui prinsip 

restorative justice yaitu hanya 29 perkara. Selanjutnya pada tahun 2023 jumlah perkara 

KDRT yang masuk sebanyak 38 perkara dan hanya 60% dari 38 perkara yang masuk 

tersebut dapat diselesaikan melalui prinsip restorative justice yaitu hanya 23 perkara. 

Hambatan dalam melaksanakan restorative justice dan bagaimana cara mengatasi 

hambatan dalam penyelesaian perkara tindak pidana KDRT di Polres Metro Tangerang 

Kota 

Ada beberapa hambatan-hambatan teknis yang dialami penyidik dalam penerapan 

prinsip restorative justice terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga adalah 

sebagai berikut (Siagian, & Hilmi, 2023: 106): 

a. Pihak yang menjadi korban tindak kekerasan sulit untuk diajak bermusyawarah untuk 

mencapai mufakat dan sulit untuk berkompromi. 

b. Saat mengundang pihak korban dan keluarganya yang mana pada saat itu masih belum 

terima dengan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. 

c. Adanya permintaan sejumlah uang atau materi lainnya dari korban atau keluarga 

kepada pelaku 

d. Pelaku lebih merasa lebih baik dihukum dan dimasukan ke penjara daripada berdamai 

dengan korban 

e. Menentukan waktu yang tepat untuk membicarakan perdamaian dan bisa dihadiri oleh 

kedua belah pihak baik korban ataupun pelaku maupun keluarganya. 

Dalam pelaksanaan penegakkan keadilan restoratif, terdapat beberapa hambatan 

proses restorative justice. Hambatan penegak hukum khususnya kepolisian untuk 

menegakkan restorative justice dalam penyelesaian perkara pidana yang bersifat umum 

yaitu ketiadaan konsep dalam Undang-undang. Mengenai hambatan penerapan restorative 

justice dalam penyelesaian perkara di kepolisian dengan prinsip restorative justice karena 

tidak adanya aturan hukum sebelumnya dapat diatasi dengan cara diskresi, Peraturan 

mengenai diskresi kepolisian yang tertuang dalam undang-undang nomor 2 tahun 2002 

tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 18 yaitu: (Rahayu, Rahman & Qamar, 

2022: 609). 

a. Untuk kepentingan umum pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia dalam 

melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. 

b. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya  dilakukan dalam 

keadaan yang memperhatikan peraturan, serta kode etik profesi kepolisian Negara 

republik Indonesia 
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Hambatan yang dihadapi saat mengimplementasikan restorative justice ada 2 

hambatan yaitu hambatan internal (dalam), dan hambatan extern (luar). Hambatan 

internal (dalam) dihadapi saat aparat penegak hukum telah memproses kasus tersebut 

yaitu selepas bersangkutan membikin laporan, sekiranya tidak kooperatif, beberapa 

korban kekerasan rumah tangga masih sungkan perihal melaporkan apapun yang dialami 

tertuju pihak berwenang. Sedangkan kendala extern (luar) yang dihadapi saat 

mengimplementasikan restorative justice yaitu korban belum berani melaporkan karena 

merasa takut, masih bergantung secara ekonomi, dianggap normal, malu dan adanya 

campur tangan pihak keluarga (Cahayani, Sugiartha, & Widyantara, 2024: 109). 

Cara mengatasi hambatan yakni memberikan informasi pemahaman kepada para 

pihak korban dan pelaku ketika datang melapor ke Polres Metro Tangerang Kota agar 

memikirkan kembali dalam melaporkan kejadian. Jangan sampai ketika sudah diproses 

tetapi laporan dicabut. Selain itu memberikan penegasan kepada pelaku apabila 

melakukan kembali akan mendapatkan sanski hukum yang sesuai kesepakatan dalam 

surat perjanjian restorative justice. Hal ini sebagaimana disampaikan melalui wawancara 

oleh AKP. Rumanti, S.H. sebagai Kanit Idik 6 Unit PPA Polres Metro Tangerang Kota pada 

tanggal 7 Agustus 2023. 

Cara terbaik untuk mengatasi masalah adalah mencari solusinya, seperti 

menanyakan lebih lanjut kepada terlapor, apa yang mereka harapkan dan inginkan, dan 

pihak penyidik juga mencari solusi dari pihak korban. Mencari solusi dalam 

menyelesaikan kasus supaya mereka saling bersepakat untuk menyelesaikan kasus, 

namun jika para pihak tidak bersepakat maka penyidik unit PPA tidak bisa memaksa dan 

melanjutkan kasus. Hal ini sebagaimana disampaikan melalui wawancara oleh Anggota 

Penyidik Idik 6 Unit PPA Polres Metro Tangerang Kota Briptu Inggriani Nur Fronnia pada 

tanggal 22 Agustus 2023. 

Cara mengatasi hambatan yakni memberikan pendidikan tambahan kepada 

personil Unit PPA agar penyidik dapat aktif, serta meningkatkan keperdulian anggota dan 

cepat mengatasi hambatan yang ada ketika proses melakukan restorative justice. Hal ini 

sebagaimana disampaikan melalui wawancara oleh Ipda Wawan Baehaqi, S.H.,M.H. 

sebagai Kasubnit Idik 6 Unit PPA Polres Metro Tangerang Kota pada tanggal 30 Agustus 

2023. 

Penyelesaian tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan 

menggunakan restorative justice bagi para pihak (pelapor dan terlapor) bisa merasakan 

keadilan hukum 

Untuk menemukan rasa keadilan, para korban seringkali membutuhkan pelaku 

untuk mendengar rasa sakit mereka, menjawab pertanyaan mereka, meyakinkan mereka 

akan keselamatan mereka, dan menegaskan martabat mereka. Sebaliknya, pelaku 

membutuhkan korban untuk mengungkapkan konsekuensi manusia dari tindakan 

mereka, untuk mendengar penyesalan mereka dan menerima permintaan maaf mereka, 

dan untuk memberi mereka kesempatan untuk memperbaikinya lagi (Setyowati, 2020: 

124). 

Pendekatan keadilan pada restorative justice yang memfokuskan kepada kebutuhan 

daripada para korban, pelaku kejahatan, dan melibatkan peran serta masyarakat, dan tidak 
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semata-mata memenuhi ketentuan hukum atau semata-mata penjatuhan pidana. Dalam 

hal ini korban dilibatkan di dalam proses, sementara pelaku didorong untuk 

mempertanggungjawabkan atas tindakannya, yaitu dengan memperbaiki kesalahan-

kesalahan yang telah mereka perbuat dengan meminta maaf, membayar biaya pengobatan, 

atau dengan melakukan pelayanan masyarakat (Syaufi, 2020: 24). 

Jika ditanyakan adil atau tidak untuk saat ini saya merasa dengan adanya perjanjian 

dan adanya perhatian dari polres dengan memberikan tenggat waktu dan merasa 

terlindungi hak-hak sebagai perempuan. Jika suatu saat ini terulang kembali, maka kasus 

ini akan dibuka kembali. Kalau dari segi ditangani adil ada penanganan ada pemerhatian 

khusus untuk kasus saya. Hal ini sebagaimana disampaikan melalui wawancara oleh 

Bayurini Barkah Sofiatun sebagai Korban KDRT yang diselesaikan melalui restorative justice 

pada tanggal 20 Agustus 2023. 

D. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian pemaparan pembahasan diatas, maka penulis dapat 

memberikan kesimpulan sebagai berikut: 

1. Penerapan prinsip restorative justice dalam penyelesaian perkara KDRT berdasarkan 

hasil studi kasus penulis di Polres Metro Tangerang Kota tersebut penulis menilai sudah 

berjalan dengan baik sesuai aturan yang ada namun belum maksimal. Dapat dikatakan 

belum maksimal karena para pihak yang berperkara tidak semua memilih dan 

diselesaikan melalui penerapan restorative justice, ada beberapa pihak yang lebih 

memilih proses dilanjutkan sampai ke pengadilan.   

2. Hambatan penerapan restorative justice pada kasus KDRT di Unit PPA Polres Metro 

Tangerang Kota adalah sifat pasif penyidik dalam restorative justice, sifat ego masing-

masing para pihak (pelapor dan terlapor) yang masih ingin menang sendiri, tuntutan 

pelapor tidak dipenuhi dan pihak terlapor tidak akan bertemu untuk melakukan 

musyawarah.  

3. Cara mengatasi hambatan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana KDRT di 

Unit PPA Polres Metro Tangerang Kota yaitu memberikan informasi pemahaman 

kepada para pihak korban dan pelaku ketika datang melapor ke Polres Metro 

Tangerang Kota agar memikirkan kembali dalam melaporkan kejadian, memberikan 

penegasan kepada pelaku apabila melakukan kembali akan mendapatkan sanski 

hukum yang sesuai kesepakatan dalam surat perjanjian restorative justice, mencari 

solusinya, seperti menanyakan lebih lanjut kepada terlapor, apa yang mereka harapkan 

dan inginkan, dan pihak penyidik juga mencari solusi dari pihak korban, dan 

memberikan pendidikan tambahan kepada personil Unit PPA agar penyidik dapat aktif, 

serta meningkatkan keperdulian anggota dan cepat mengatasi hambatan yang ada 

ketika proses melakukan restorative justice. 

4. Keadilan hukum dalam penyelesaian kasus tindak pidana KDRT dengan menggunakan 

restorative justice bagi para pihak (pelapor dan terlapor) di Unit PPA Polres Metro 

Tangerang Kota, keadilan bagi pelapor yaitu adanya perjanjian dan adanya perhatian 

khusus dari polres dalam menyelesaikan kasus yang terjadi dengan memberikan 

tenggat waktu dan merasa terlindungi hak-hak sebagai perempuan. Jika suatu saat ini 

terulang kembali, maka kasus ini akan dibuka kembali. Sedangkan keadilan hukum 
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untuk terlapor yaitu tidak diintimidasi oleh pihak manapun, dan prosesnya sudah 

sesuai dengan prosedur yang sesuai. 
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